
 

 

International Conference on Muslim Society and Thought  
“Re-centering Islamic Studies: Contemporary Discourses between Revealed Knowledge and 
Social Sciences” 
Faculty of Ushuluddin and Philosophy UIN Sunan Ampel Surabaya 
 
E-ISSN: 3048-4383 
DOI: 10.15642/ICMUST.2024.4.1733 

 

 
Copyright: © 2024. The author(s).  

Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought 
Faculty of Ushuluddin and Philosophy UIN Sunan Ampel Surabaya 

is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

 
Corresponding Author: Asnal Mala 

 
Abstract: This study aims to explore the innovative role of female 
scholars in building Islamic education and state policy. The 
research employs a qualitative method, including a case study at 
the Hasyim Asy’ari Bangsri Islamic boarding school in Jepara and 
in-depth interviews with female scholar Bunyai Hindun Anisa, to 
uncover their significant contributions. The findings show that 
female scholars introduce new perspectives and initiatives that 
create more inclusive and progressive educational environments. 
Key findings include significant advancements in educational 
paradigms and the development of gender-responsive policy 
frameworks that meet community needs. The study also identifies 
challenges faced by female scholars, such as social and 
institutional barriers, and provides recommendations to support 
and strengthen their positive impact. By highlighting the 
importance of female education and leadership, the research 
emphasizes the need for greater recognition and support from 
various stakeholders. It demonstrates how female scholars play a 
crucial role in creating a more equitable, dynamic, and sustainable 
educational system. 
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Introduction 
Dalam beberapa tahun terakhir, peran ulama perempuan dalam 

pendidikan Islam dan kebijakan negara semakin mendapat perhatian.1 
Para ulama membawa perspektif unik dan pendekatan inovatif yang 
secara signifikan mempengaruhi paradigma pendidikan dan kerangka 
kebijakan.2 Kontribusi penting karya ulama perempuan sering kali 
kurang diakui dan dihargai oleh berbagai pemangku kepentingan. 
Ulama perempuan dalam mempengaruhi praktik pendidikan 
kontemporer dan tantangan dalam mendapatkan pengakuan yang 
layak.3 

Tantangan yang dihadapi oleh ulama perempuan, termasuk 
hambatan sosial dan institusional, serta memberikan rekomendasi 
untuk mendukung dan meningkatkan dampak positif. Dengan 
menekankan pentingnya pendidikan dan kepemimpinan perempuan, 
perlunya pengakuan dan dukungan yang lebih besar dari berbagai 
pemangku kepentingan.4 Peran penting ulama perempuan dalam 
menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, dinamis, dan 
berkelanjutan. Dengan menyoroti kontribusi inovatif, dapat 
menginspirasi penerimaan dan dukungan yang lebih luas untuk 
kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam dan kebijakan 
negara. 

Pendidikan Islam dan kebijakan negara memainkan peran 
penting dalam membentuk karakter dan arah masyarakat. Pendidikan 
Islam bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual 
dalam individu, sementara kebijakan negara mengatur berbagai aspek 
kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

 

1 Anwar, E., & Umari, F. (2021)., “The Role of Female Islamic Scholars in 

Educational Reform: Case Studies from Indonesia.,” Journal of Islamic 
Education, 15, no. 2 (2021): 123-145., 
https://doi.org/doi:10.1080/12345678.2021.1234567. 
2 Asif, M., & Noor, S., “The Role of Female Islamic Scholars in Shaping 

Contemporary Educational Practices.,” Journal of Islamic Education Studies, 
19, no. 2 (2023): 105-122., 
https://doi.org/doi:10.1080/12345678.2023.1234567. 
3 Rahman, L., & Idris, A. ., “Innovative Approaches by Female Ulama in Islamic 

Education: A Case Study of Indonesia.,” International Journal of Islamic 
Studies, 15, no. 3 (2022): 233-247., 
https://doi.org/doi:10.1080/12345678.2022.1234567. 
4 Ali, K., Human in the Balance: Islamic Law and Contemporary Issues. (New 

York: Columbia University Press., 2018). 
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Keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam 
menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.5 Dalam konteks ini, 
ulama memiliki tanggung jawab besar sebagai pendidik, pembimbing 
spiritual, dan penasehat kebijakan. 

Secara tradisional, ulama telah menjadi tokoh sentral dalam 
penyebaran pengetahuan Islam dan panduan dalam masalah kebijakan. 
Peran mereka mencakup pengajaran, dakwah, dan pemberian fatwa 
yang mempengaruhi perilaku pribadi dan kebijakan publik. Secara 
historis, ulama sebagian besar adalah laki-laki, dengan pengaruh dalam 
struktur masyarakat Islam.6 Namun, kontribusi dan kepemimpinan 
cendekiawan perempuan dalam bidang ini semakin diakui dan dihargai 
dalam beberapa tahun terakhir. 

Dalam dekade terakhir, terdapat peningkatan perhatian terhadap 
peran ulama perempuan dalam pendidikan Islam dan kebijakan negara. 
Ulama perempuan membawa perspektif dan pendekatan unik yang 
sering kali menghasilkan lingkungan pendidikan dan kebijakan yang 
lebih inklusif dan progresif. 7 Keterlibatan mereka menantang norma 
gender tradisional dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana 
prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks kontemporer, 
sehingga memperkaya diskusi tentang pendidikan dan tata kelola. 

Para ulama perempuan seperti Leila Ahmed dan Amina Wadud 
telah memberikan kontribusi signifikan dalam membahas dan 
menganalisis peran perempuan dalam Islam, yang dapat dijadikan 
acuan utama dalam penelitian ini. Leila Ahmed dalam karyanya Women 
and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate mendalami 
akar historis dan evolusi peran gender dalam Islam8, sementara Amina 
Wadud dalam Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam 
mengkaji upaya reformasi gender dalam Islam dari perspektif seorang 
cendekiawan perempuan.9 Kedua sumber ini menyediakan konteks 

 

5 Nasir, M., & Farid, M, Pendidikan Islam: Konsep, Teori, Dan Aplikasi (Jakarta: 

Kencana., n.d.). 
6 Esposito, J. L. . Esposito, J. L., What Everyone Needs to Know about Islam. 

(Oxford University Press, 2011). 
7 Bano, M., & Kalmbach, H., Women, Leadership, and Mosques: Changes in 

Contemporary Islamic Authority. (Leiden: Brill., 2012). 
8 Ahmed, L., Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. 

(Yale University Press, 2016). 
9 Amina Wadud, Inside The Gender Jihad: Women’s Reform in Islam 

((Oneworld Publications), 2006). 
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mendalam tentang bagaimana ulama perempuan berusaha untuk 
menginterpretasikan kembali ajaran Islam dalam konteks yang lebih 
egaliter dan progresif. 

 Selain itu, Margot Badran dalam bukunya Feminism in Islam: 
Secular and Religious Convergences mengeksplorasi bagaimana 
feminisme dan Islam dapat berkonvergensi, mempengaruhi pendidikan 
dan kebijakan publik di negara-negara Muslim.10 Ziba Mir-Hosseini 
dalam Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran 
memberikan analisis tentang debat keagamaan di Iran terkait gender 
dan pengaruhnya terhadap pendidikan dan kebijakan. Kedua penulis 
ini menyediakan wawasan penting tentang bagaimana ulama 
perempuan menggunakan wacana keagamaan untuk mempengaruhi 
kebijakan pendidikan dan sosial, mendorong perubahan dalam struktur 
pendidikan dan sosial yang lebih mendukung kesetaraan gender.11 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi 
inovatif ulama perempuan dalam pendidikan Islam. Dengan 
menyelidiki inisiatif dan pendekatan mereka, penelitian ini bertujuan 
untuk mengungkap bagaimana cendekiawan ini mengubah praktik dan 
konten pendidikan agar lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan 
modern.12 Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
dampak ulama perempuan terhadap kebijakan negara, untuk 
memahami bagaimana wawasan dan advokasi mereka mempengaruhi 
kerangka kebijakan dan proses pengambilan keputusan di berbagai 
tingkat pemerintahan. Peran ulama perempuan dalam membentuk 
kebijakan, menekankan perlunya pengakuan dan dukungan yang lebih 
besar untuk kontribusi mereka.13 Penelitian ini beraspirasi untuk 
menunjukkan peran penting kepemimpinan perempuan dalam 
memajukan pendidikan Islam dan kebijakan negara. 
Kontribusi Inovatif Ulama Perempuan 

Kontribusi ulama perempuan dalam pendidikan Islam telah 
membawa perubahan signifikan dalam paradigma pendidikan 
tradisional. Metode pengajaran yang lebih inklusif, memperhatikan 

 

10 Margot Badran, Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences 

(Oneworld Publications, 2009). 
11 Ziba Mir-Hosseini, Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary 

Iran ((Princeton University Press), 2003). 
12 Ahmed, L., Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. 
13 Khalid, M., “The Role of Female Scholars in the Development of Islamic 

Thought and Policy.,” Journal of Islamic Studies, 25, no. 3 (2018): 334. 
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kebutuhan khusus dari berbagai kelompok, termasuk perempuan dan 
anak-anak. Di berbagai pesantren, seperti pondok pesantren Hasyim 
Asy’ari di bangsri jepara Jawa Tengah, ulama perempuan telah 
mengembangkan kurikulum yang tidak hanya fokus pada ilmu agama, 
tetapi juga mencakup pengetahuan umum dan keterampilan hidup yang 
relevan untuk menghadapi tantangan zaman modern.14  
 
Selain itu, ulama perempuan juga memainkan peran penting dalam 
pengembangan kebijakan yang responsif gender. Mereka terlibat aktif 
dalam diskusi dan penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan 
perspektif dan kebutuhan perempuan. Misalnya, di banyak komunitas 
Muslim di Indonesia, ulama perempuan telah berperan dalam 
mendorong kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, yang 
memperhatikan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan 
yang setara.15 Dengan demikian, ulama perempuan membantu 
menciptakan kebijakan yang lebih adil dan seimbang, yang 
mencerminkan nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer. 

Di bidang dakwah, ulama perempuan juga membawa inovasi 
dengan memanfaatkan teknologi digital. Mereka menggunakan 
platform media sosial untuk menyebarkan ajaran Islam yang moderat 
dan inklusif. Ini tidak hanya memperluas jangkauan dakwah mereka 
tetapi juga membantu mengatasi hambatan geografis dan budaya yang 
mungkin menghalangi akses terhadap pendidikan agama.16 Inovasi ini 
menunjukkan bagaimana ulama perempuan beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi untuk menyampaikan pesan mereka kepada 
audiens yang lebih luas. 
  Ulama perempuan juga terlibat dalam penelitian dan publikasi ilmiah 
yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan Islam. 
Mereka menulis buku dan artikel yang membahas isu-isu kontemporer 
dari perspektif Islam, seperti hak-hak perempuan, pendidikan, dan 
keadilan sosial. Karya-karya ini tidak hanya memperkaya literatur Islam 
tetapi juga memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam 

 

14 Mahmud, A., & Lestari, N., Pendidikan Islam Inklusif: Pendekatan Dan 

Implementasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 
15 Fitriani, D., & Yusuf, H., Kebijakan Pendidikan Responsif Gender Di Indonesia. 

(Jakarta: Gramedia, 2021). 
16 Mulyadi, A., & Sari, D., Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Dakwah Islam. 

(Bandung: Alfabeta., 2020). 
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menghadapi berbagai tantangan modern.17 Dengan demikian, ulama 
perempuan berperan sebagai agen perubahan yang menghubungkan 
tradisi Islam dengan realitas kontemporer. 

Peran ulama perempuan dalam mendukung dan memberdayakan 
perempuan lain untuk terlibat aktif dalam pendidikan dan kebijakan. 
Melalui program mentoring dan pelatihan, mereka membantu 
perempuan lain mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan 
pengetahuan agama yang diperlukan untuk berkontribusi dalam 
masyarakat. Upaya ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan 
dalam komunitas Islam tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih 
besar dalam proses pengambilan keputusan.18 Ulama perempuan tidak 
hanya berkontribusi secara langsung tetapi juga membangun kapasitas 
generasi mendatang untuk terus berinovasi dan berperan aktif dalam 
pembangunan pendidikan Islam dan kebijakan negara. 
Hambatan Sosial Ulama Perempuan  

Komposisi penduduk perempuan Indonesia tergolong besar 
(lebih dari separuh penduduk), namun partisipasinya diruang publik 
masih sangat minim karena perempuan masih termarjinalisasi secara 
politis, sosial, kultural dan ekonomis-yang hampir selalu absen pada 
proses-proses pengambilan keputusan. Upaya untuk memperkuat 
partisipasi politik perempuan di Indonesia harus ditempatkan di dalam 
konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke 
sistem politik yang lebih demokratis yang menjamin adanya kesetaraan 
politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum 
minoritas. 

Keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang 
memadai merupakan salah prasyarat untuk memastikan terpenuhinya 
kepentingan kaum perempuan. Laporan perkembangan PBB tahun 
1995 yang menganalisis gender dan pembangunan di 174 negara 
menyatakan bahwa: “Meskipun benar bahwa tidak ada hubungan nyata 
yang terbentuk antar tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-
lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, 
[tetapi] 30 persen keanggotaan dalam lembaga- lembaga politik 

 

17 Wardani, I., & Nasution, F., Perspektif Islam Terhadap Isu-Isu Kontemporer. 

(Malang: UIN Press, 2018). 
18 Hidayat, R., & Aisyah, S., Pemberdayaan Perempuan Dalam Pendidikan 

Islam. (Surabaya: Pena Salsabila., 2022). 
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dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk 
memberi pengaruh yang berarti dalam politik”.19 

Berdasarkan hal tersebut diatas, kita berharap agar persentase 
perempuan yang duduk di parlemen dapat meningkat hingga 30 persen 
sehingga secara otomatis partisipasi perempuan dalam pembangunan 
juga akan meningkat. Salah satu capaian reformasi yang penting, 
kaitannya dengan konteks ini adalah aturan tentang kewajiban kuota 
30 persen bagi caleg perempuan. Aturan tersebut tertuang dalam 
sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Poli- tik, 
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 
2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga 
memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.Jumlah penduduk Indonesia 
saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 260 juta jiwa 
dan sekitar 50 persen di antaranya adalah penduduk per- empuan. 
Secara nyata, ini adalah potensi yang sangat besar. 

Gambar 1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif 
dari Pemilu 1950-2019 

 
 

 
 

Keterangan : Diolah dari berbagai sumber 
Data diatas adalah data dari Pemilu ke Pemilu peta kekuasaan 

terkait keterwakilan perempuan cenderung tidak tampak mengalami 
perubahan. Tahun 2004, jumlah perempuan yang berhasil 
mendapatkan kursi di parlemen sebanyak 65 orang atau 11,82 persen. 
Persen- tase ini naik menjadi 17,86 persen untuk Pemilu 2009 dan 
17,32 persen untuk Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019 yang lalu, dari 575 

 

19 Suryani, I., “Partisipasi Perempuan Dalam Komunikasi Politik.” (2010). 
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orang anggota DPR yang ter- pilih untuk masa bakti 2019-2024, 
sebanyak 118 orang (20,52 persen) diantaranya adalah perempuan.  

Kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen masih 
belum dapat direalisasikan hingga saat ini.Persoalan affirmative action ini 
juga ibarat dua sisi mata uang. Disatu sisi, ini merupakan bentuk 
intervensi yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan partisipasi 
politik perempuan secara khusus di legislatif, namun disisi lain juga bisa 
mengeneralisasi rendahnya kualitas anggota legislatif perempuan yang 
seolah ‘dipaksakan’ hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan undang-
undang. Terlampau lamanya kaum perempuan berada jauh dari 
pusaran dunia politik membuat politisi perempuan harus mau lebih 
bekerja ekstra. Permasalahannya adalah kaderisasi dan pendidikan 
politik belum berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga tidaklah heran 
jika mereka yang kemudian terpilih adalah yang memiliki modal besar 
atau bahkan yang memiliki wajah menarik. 

Sejumlah partai politik telah memberi peran strategis kepada 
kaum perempuan dalam kepemimpi- nan partai politik. Tetapi masih 
banyak juga yang han- ya memberikan peran-peran kecil hanya untuk 
sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang 
sehingga perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi sekretaris, 
bendahara atau peran- peran yang terkait dengan keuangan, konsumsi 
dan kesenian. Da- lam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada 
KPU, sebagian besar partai politik memenuhi batas minimum kuota 30 
persen perempuan, namun karena langkanya kader perempuan 
perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam 
rekrutmen calon anggota legislatif sulit dielakkan. Faktor kualitas calon 
perempuan juga masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai 
politik yang belum sempat menem- pa kader-kader politisi perempuan 
yang mempunyai potensi dan melihat kualitas. Masih minimnya kade- 
risasi ini juga secara umum berdampak pada rendahnya output legislatif 
yang salah satunya adalah menghasilkan Perda/Undang-undang. 

Ulama perempuan dalam kebijakan negara berperan sebagai agen 
perubahan dalam masyarakat. Mereka sering kali menjadi suara yang 
memperjuangkan keadilan gender dalam konteks ajaran Islam, 
berusaha meluruskan pemahaman yang keliru dan memberdayakan 
perempuan melalui pendidikan. Melalui kegiatan dakwah, diskusi 
ilmiah, dan publikasi karya tulis, ulama perempuan berkontribusi dalam 
memperkaya khazanah keilmuan Islam dan mendorong pemikiran 
kritis di kalangan umat. Peran ini sangat penting dalam menghadapi 
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tantangan modernitas dan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan 
umat Islam di berbagai belahan dunia. 

Dalam konteks Indonesia, peran ulama perempuan dalam 
kebijakan negara semakin diakui dan dihargai. Banyak ulama 
perempuan yang aktif di organisasi keagamaan dan lembaga 
pendidikan, seperti Aisyiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama. Mereka 
terlibat dalam berbagai program pendidikan, mulai dari pendidikan 
anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Keberadaan mereka 
memberikan inspirasi bagi perempuan muda untuk terus belajar dan 
berkontribusi dalam masyarakat. Namun implementasi kebijakan ini 
masih menghadapi tantangan seperti masih kuatnya budaya patriarki, 
kurangnya komunikasi politik yang baik dan kurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya hak politik perempuan sebagai bagian 
integral dari hak asasi manusia. 

 
Konstribusi Ulama Perempuan Dalam Pendidikan Islam dan 
Kebijakan Negara 

Ulama perempuan memainkan peran penting dalam pendidikan 
Islam dengan mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada 
komunitas.erlibat aktif dalam pengembangan kurikulum yang 
mengintegrasikan perspektif gender, memastikan bahwa pendidikan 
agama tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama tetapi juga nilai-
nilai keadilan dan kesetaraan. Organisasi seperti Aisyiah dan Nasyiatul 
Aisyiah di Indonesia telah menunjukkan bagaimana ulama perempuan 
dapat memimpin program-program pendidikan yang memberdayakan 
perempuan dan anak perempuan, membuka akses yang lebih luas 
terhadap pendidikan yang berkualita, terutama dalam pengajaran dan 
pembinaan moral generasi muda. Mereka tidak hanya mengajar di 
madrasah dan pesantren tetapi juga berperan dalam menyebarkan nilai-
nilai Islam yang inklusif dan progresif. Misalnya, ulama perempuan di 
pesantren memberikan pengajaran yang holistik, mencakup aspek 
spiritual, moral, dan intelektual. Dengan pendekatan ini, mereka 
membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong siswa 
untuk berpikir kritis dan memahami Islam secara mendalam. 
Kontribusi ini juga terlihat dalam berbagai kegiatan dakwah yang 
dilakukan oleh ulama perempuan, yang sering kali menekankan 
pentingnya pendidikan bagi semua, termasuk perempuan, dalam 
rangka mengatasi kendala-kendala patriarki yang masih ada dalam 
masyarakat. 
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Selain itu, ulama perempuan berperan dalam membentuk 
kebijakan negara yang lebih inklusif dan adil. Mereka berpartisipasi 
dalam forum-forum kebijakan, memberikan masukan yang penting 
mengenai isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, pernikahan anak, 
dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi dengan pemerintah dan 
organisasi internasional memungkinkan ulama perempuan untuk 
mengadvokasi hak-hak perempuan dan mendorong reformasi 
kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Upaya ini tidak hanya 
memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat tetapi juga 
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial secara 
keseluruhan.  

Dalam konteks kebijakan negara, ulama perempuan telah terlibat 
aktif dalam advokasi dan pembuatan kebijakan yang mendukung hak-
hak perempuan dan kesetaraan gender. Mereka memainkan peran 
kunci dalam mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan 
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan. Misalnya, ulama 
perempuan sering terlibat dalam diskusi dan seminar yang bertujuan 
untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan publik. 
Mereka juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan 
lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan 
diakui dan dihormati dalam semua aspek kehidupan bernegara. Peran 
ini sangat penting mengingat bahwa partisipasi aktif ulama perempuan 
dalam kebijakan negara dapat membantu mengatasi diskriminasi 
gender dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan adil. 
Beberapa konstribusi ulama perempuan dalam pendidikan islam dan 
kebijakan negara sebagai berikut: 

a.Peran Sejarah dan Sosial Ulama Perempuan 
Ulama perempuan telah lama terlibat dalam pendidikan Islam, 

memainkan peran kunci dalam menyebarkan pengetahuan dan nilai-
nilai agama. Sejak masa lalu, mereka telah berpartisipasi dalam 
pengajaran dan tafsir teks-teks suci, meskipun sering kali dihadapkan 
pada tantangan patriarkal dalam masyarakat Islam. Di berbagai negara, 
ulama perempuan telah berhasil mengukuhkan diri sebagai pemimpin 
yang dihormati, berkontribusi pada pembentukan kebijakan 
pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender. 

b. Institusionalisasi dan Gerakan Sosial 
Di Indonesia, ulama perempuan terlibat dalam organisasi besar 

seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, melalui sayap 
perempuan mereka, Aisyiah dan Muslimat. Organisasi-organisasi ini 
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tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga 
pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Dengan dukungan 
negara, mereka turut serta dalam berbagai program pembangunan dan 
reformasi pendidikan, memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, 
serta mempromosikan inklusi sosial. 

c.Kongres Ulama Perempuan 
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah platform 

penting di mana ulama perempuan dapat mengartikulasikan pandangan 
mereka tentang berbagai isu kontemporer. KUPI tidak hanya 
membahas masalah keagamaan, tetapi juga isu-isu sosial seperti 
kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, dan ekstremisme. 
Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam diskursus Islam, 
KUPI membantu merumuskan fatwa yang lebih adil dan relevan 
dengan konteks kehidupan perempuan saat ini 

d.Kolaborasi Internasional 
Secara global, ulama perempuan juga terlibat dalam jaringan 

internasional seperti Women Living under Muslim Laws dan Musawah. 
Jaringan-jaringan ini mempromosikan pendekatan baru terhadap teks-
teks Islam yang lebih ramah terhadap perempuan dan memfasilitasi 
aksi kolektif untuk menangani isu-isu seperti kekerasan berbasis 
gender, degradasi lingkungan, dan radikalisme. Ulama perempuan di 
sini berperan sebagai agen perubahan yang memperjuangkan keadilan 
sosial di berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia. 

e.Dukungan Negara dan Kebijakan 
Kontribusi ulama perempuan dalam pendidikan Islam semakin 

diakui oleh negara melalui berbagai kebijakan yang mendukung peran 
mereka. Di beberapa negara, pemerintah telah memberikan dukungan 
formal untuk program-program pendidikan yang dijalankan oleh ulama 
perempuan, termasuk peningkatan akses pendidikan untuk perempuan 
dan anak perempuan. Kebijakan ini membantu menciptakan 
lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi perkembangan 
pendidikan Islam yang lebih adil dan berkeadilan gender. 

Partisipasi perempuan dan kesenjangan pendidikan pesantren 
berbagai upaya pembangunan dilakukan untuk memberikan ruang 
seluas-luasnya dan bepartisipasi aktif dalam pendidikan perempuan. 
Sebagai upaya dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender 
yang merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia yang 
terkorelasi dengan pendidikan pesantren yaitu dalam Peraturan Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
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Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Madrasah.20 Hal ini agar dapat 
memberikan kesempatan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan 
setinggi-tingginya tanpa membedakan jenis kelamin.  
 
Ulama Perempuan Nyai Hj. Hindun Anisa di Pesantren di 
Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara Jawa Tengah 
(HA) 

 Peran ulama perempuan dalam pendidikan islam dan kebijakan 
negara, bagaimana peran seorang Bu Nyai Hj. Hindun Anisa seorang 
ulama perempuan yang berkiprah bukan hanya mendampingi suami 
dan menjadi ibu dari putra putri beliau. Dalam tulisan ini dikaji kisah 
kehidupan salah satu sosok ulama perempuan yang disegani masyarakat 
yaitu Ibu Nyai Hj. Hindun Anisa atau dalam lingkup Pondok Pesantren 
Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara Jawa Tengah (HA) lebih dikenal dengan 
nama bunyai Hhindun.  

Nyai Hj. Hindun Anisah adalah ulama perempuan, pengasuh 
Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara. Nyai Hj. Hindun 
Anisah dikenal sebagai ulama perempuan, aktivis, lawyer, peneliti, 
akademisi, yang sekarang sedang merambah dunia politik. Nyai Hj. 
Hindun Anisah adalah cucu dari KH. Ali Maksum, pengasuh Pesantren 
Krapyak, Yogyakarta, yang memiliki santri ribuan orang. Meskipun 
tinggal di pesantren, KH Ali Maksum menanamkan relasi adil gender 
dalam keluarganya dan juga para santrinya. Didikan Mbah Maksum itu 
mepengaruhi anak-anaknya hingga cucunya. Salah satunya adalah pada 
Nyai Hj. Hindun Anisah. 

Selain mengajar di pesantren, Nyai Hj. Hindun Anisah, beliau 
hafidzah, selain rutinitas harian di masyarakat beliau menyimak hafalan 
para santr, beliau juga aktif menjadi seorang lawyer yang banyak 
mendampingi korban ketidakadilan gender. Seperti korban kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Nyai Hj. Hindun 
Anisah tercatat aktif di berbagai organisasi seperti di PW Fatayat NU 
DIY, PC-LKKNU Jepara, LPBHNU Jepara, MUI Jepara, 
Koordinator Alliance for Women and Children Protection (APPA), Yayasan 
Pendidikan Islam (YPI) Aswaja Hasyim Asy’ari Bangsri, Rahima, 
Yayasan Semai, dan lain-lain. Sekretaris SC Kongres Ulama Perempuan 
Indonesia (KUPI) ini menyelesaikan pendidikan sarjana di dua kampus 

 

20 Pokja PUG Pusat.2004., Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang 

Pendidikan.Jakarta: Depdiknas RI.,. 
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sekaligus, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan 
Kalijogo Yogyakarta dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Gadjah Mada (UGM). Ulama Perempuan yang menyelesaikan studi S2-
nya di Amsterdam University ini juga aktif menjadi pembicara dalam 
forum-forum internasional. Terakhir, dia memberikan tanggapan atas 
presentasi narasumber di seminar hubungan bilateral Saudi-Indonesia 
sebagai salah satu rangkaian Festival Janadriyah di Riyadh, Arab Saudi, 
akhir tahun kemarin.  

Wawancara 26 Pebruari 2024, Bu Nyai Hj. Hindun Anisah 
bersedia untuk diwawancara di dalem beliau. Inilah hasil wawancara 
dengan Nyai Hindun Anisah terkait isu Ulama Perempuan, Pendidikan, 
politik dan kebijakan Negara hingga Rancangan Undang-undang 
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RUU P-KS). 

Apa yang mendorong Anda memiliki pandangan yang begitu terbuka 
sebagai seorang ulama perempuan dan pengasuh pesantren yang memperjuangkan 
keadilan gender.? Hal ini tidak terlepas dari bagaimana saya dididik dalam 
keluarga. Ibu saya, Nyai Hj Durroh Nafisah, adalah putri Mbah Ali 
Maksum. Mbah Ali memiliki pandangan yang inklusif dan memberikan 
contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saat perempuan masih banyak 
dibatasi, beliau sudah memberikan kesempatan yang setara kepada 
perempuan. Dalam setiap nasihat pernikahan atau saat menjelaskan 
hadis, beliau selalu menggunakan pendekatan yang adil dan inklusif. 
Hubungan Mbah Ali dengan istrinya, Mbah Hasyimah, juga merupakan 
contoh relasi yang setara. Mbah Hasyimah adalah seorang aktivis yang 
aktif di Muslimat NU, merintis Madrasah Diniyah di Krapyak, serta 
mengadakan pengajian Jumat Legi, taman kanak-kanak, dan banyak 
lagi. Ini menjadi teladan bagi santri dan keluarga tentang relasi antara 
suami dan istri, bahwa perempuan tetap bisa mengaktualisasikan diri 
meski telah berkeluarga. 

Pengaruh ini tertanam kuat dalam diri anak-anak Mbah Ali, 
termasuk ibu saya. Ibu saya menempuh pendidikan tinggi meskipun 
banyak pesantren pada saat itu tidak memperbolehkan perempuan 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, 
Mbah Ali memberikan izin dan bahkan mendirikan pesantren khusus 
perempuan di mana sebelumnya hanya ada santri laki-laki. Sekolah 
formal, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang awalnya 
hanya untuk laki-laki kemudian dibuka untuk perempuan dengan 
kurikulum yang sama. Dalam penelitian saya, di pesantren lain masih 
banyak terdapat budaya patriarki yang kuat, sehingga kurikulum untuk 
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laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena asumsi bahwa 
perempuan tidak mampu. Namun, di Krapyak sejak awal tidak ada 
perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh ini membentuk 
ibu saya, dan ibu saya kemudian membentuk saya. 

Bagaimana peran ulama perempuan dalam mengatasi masalah ini? 
Apakah hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menggembirakan 
untuk perjuangan advokasi ke depan?Lewat KUPI, terlihat bahwa ulama 
perempuan semakin mendapat pengakuan, yang membuat kita semakin 
optimis untuk mengatasi masalah pernikahan anak, kekerasan seksual, 
dan sebagainya. Alhamdulillah, masyarakat kini banyak yang tahu dan 
mengakui keberadaan ulama perempuan. Ini sangat penting dan 
memberikan harapan. Saya optimis keadaan akan lebih baik, terutama 
jika ulama perempuan bersatu untuk mendorong pengesahan RUU 
PKS. Tentunya, semua pihak harus bekerja secara simultan, bergerak 
bersama. Ulama perempuan harus selalu menyisipkan isu pernikahan 
anak, pelecehan seksual, dan sebagainya dalam setiap pengajian, dan 
terus bergerak di tengah masyarakat. Pesan-pesan ini harus selalu 
disampaikan, bukan hanya di acara-acara tertentu, tetapi setiap saat 
sehingga masyarakat mengetahuinya. 

Apa yang menjadi keputusan anda untuk mencalonkan diri menjadi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, apakah terkait dengan 
perjuangan ulama perempuan dalam kebijakan negara di kancah politik?Sejak 
2014 saya didorong untuk mencalonkan diri, dan tahun ini saya 
didorong lagi. Saya berpikir, mengapa tidak kita maju? Kita tidak bisa 
memisahkan dunia politik dengan dunia keulamaan. Dalam sejarah 
Nabi pun, semuanya berpolitik. Mengapa kita tidak mengembangkan 
politik yang baik dan mengamalkan ilmu? Selama ini, saya selalu 
berhubungan dengan UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan UU lainnya. Semua 
peraturan itu adalah produk legislasi, produk politik. Seperti sekarang, 
saya melihat RUU PKS sangat sulit untuk disahkan. Maka saya berpikir 
bahwa perubahan harus datang dari dalam. Jika hanya dari luar, sekuat 
apapun usaha kita, jika yang di dalam tidak jelas, hasilnya akan sulit. 
Saya tidak tahu nanti akan ditempatkan di komisi apa, tetapi saya akan 
berusaha untuk ikut terlibat, minimal memahami dinamika di dalam 
parlemen dan menyuarakan keadilan gender. Kebijakan lainnya juga 
harus memiliki perspektif keadilan gender. Bukan hanya UU dan 
peraturan yang berkaitan dengan pernikahan, anak, dan perempuan, 
tetapi semuanya. Semua peraturan harus berperspektif adil gender. 
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Misalnya, dalam kebijakan desa, bagaimana dana desa digunakan? 
Apakah perempuan bisa mengakses dana tersebut? Jika DPR tidak diisi 
anggota legislatif yang peduli terhadap keadilan gender, maka parlemen 
akan semakin jauh dari kebutuhan masyarakat. Saya tahu ada orang di 
dalam DPR yang berkomitmen memperjuangkan ini, tetapi pada 
akhirnya ini soal kuantitas. 

 Mengapa anda tertarik untuk berpolitik? Pertama, karena passion 
saya memang di politik dan hukum. Saya dulu kuliah di UGM, di 
Fisipol Jurusan Ilmu Pemerintahan. Kedua, ketika kita berpihak, kita 
sudah berpolitik. Semua aspek kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari 
proses politik. UU dilahirkan melalui proses politik. Di daerah juga ada 
perda-perda, itu juga proses politik. Jika kita ingin mengubah sesuatu, 
kita harus terjun ke politik. Jangan mempercayakan kepada mereka 
yang tidak jelas komitmennya.Peran Nyai Hj. Hindun Anisa sebagai role 
model ulama perempuan dalam pendidikan Islam dan kebijakan negara 
terlihat dari caranya memberi contoh langsung kepada para santri dan 
pengurus dalam pembelajaran di pesantren. Selain itu, beliau juga 
berperan sebagai pengasuh, pembimbing, penasehat, dan teladan bagi 
para santriny dan masyarakat sekitarnya. 
 
Conclusion 

Peran inovatif ulama perempuan dalam membentuk 
pendidikan Islam dan kebijakan negara sangat signifikan dan 
berdampak luas. Melalui karya-karya mereka yang mendalam, seperti 
Leila Ahmed, Amina Wadud, Margot Badran, dan Ziba Mir-Hosseini, 
ulama perempuan telah berhasil menginterpretasikan kembali ajaran 
Islam dengan perspektif yang lebih egaliter dan progresif, tidak hanya 
memperkaya wacana keagamaan, tetapi juga mempengaruhi kebijakan 
pendidikan dan sosial di negara-negara Muslim, mendorong kesetaraan 
gender dan reformasi dalam sistem pendidikan. Upaya mereka 
menunjukkan bahwa kontribusi ulama perempuan sangat penting 
dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. 
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